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Absmak
Di dalam wacana politik, negara merupakan institusi "sentral"
dalam menentukan arah sebuah bangsa. Munculnya feno-
mena ciuil society merupakan orientasi baru dalam memediasi
peran pemerintah dalam lingkup yang lebih luas daripada
wilayah birokrasi yang sempit. Cieil society terdiri dari "kelas
menengah" yakni kelas "eliC' sosial di luar birokrasi pemerin-
tah juga memerankan fungsi sentral dalam memediasi peran
pemerintah di tingkat bawah. Kelompok "elir" ini di dalam
"ritual" demokratisasi merupakan kelas peralihan antara kelas
bawah menuju kelas elit negara yang sebenamya. Di samping
itu, di dalam kultur negara berkembang budaya politik dan
sosial masyarakatnya juga mengalami transisi. Untuk melihat
bagaimana secara teoritis posisi kelas menengah yang
terkadang diidentikkan dengan civil sociery, tulisan berikut ini
menfokuskan pembahasan pada srruktur sosial kelas
menengah dalam masyarakat tmsisi. Dengan mengelaborasi
teori rites of passage Arnold van Gennep dan teori liminalitas
Vctor Turner penulis mencoba melihat fenomena tersebut
secara lebih analitik dan lebih dekat.
Pendahuluan
Kajian tentang civil society telah banyak dilakukan oleh beberapa
sa;.jana yang intens terhadap persoalan pemberdayaan masyarakat.l
1 Beberapa di antara yang kajian teoritis yang menonjol antara lain J. Keane,
Democracy andCitil Society (London: Verso, 1988) ; C.B Macphercon,Democratic
Theory: Essays in Retrieval (Oxford, Clarendon, 1990) ; Guillermo O'Donell, et al.,
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Sekalipun demikian, secara umurn kajian yang telah dilakukan masih
menyisakan persoalan yang berkait langsung dengan masyarakat sebagai
subjek yang dikaji. Pola-pola kajian yang dilakukan masih terfokus pada
proses transformasi sosial dan peran cio,il society dalarn transfbrmasi
tersebut. Kalau fenomena civil society ini diperhatikan lebih cermat,
sebenarnya ada hal-hal prinsip yang menuntut penjelasan khusus' HaI
tersebut adalah masyarakat itu sendiri, yakni "komunitas" sosial yang
terikat oieh struktur sosial vang bergerak terus ke depan mengikuti
irama jaman dalam proses transformasi sosial. Perubahan-perubahan
struktural yang mengiringi lajunya transformasi sosial rneniscayakan
fase-fase sebagai tahap perubahan itu sendiri. Di samping itu perubahan
yang terjadi juga distimulasi oleh faktor-faktor baik yang internai
ataupun eksternal masyarakat, sehingga setiap tahap akan rnengalami
proses khas yang tidak dimiliki oleh tahap lainnya meskipun dalam
kadar tertentu masih membawa [mewarisi] sifat tahap sebelumnya.
Secara sosiologis'\Uilson, I-ogan, dan'William L. Kolb membagi per-
ubahan dalam tiga tahap [tipe] yaitu masyarakat tradisional [terbe-
lakangl, pra-industri [berkembang], dan industri modern [maju]'2
Setiap tipe memiliki "tradisi" perubahan dan transformasi tersendiri;
masyarakat tradisional masih terkungkung dalam "budaya adat" ltra-
dwn-directed]3 yang terisolasi, skupnya kecil, dan keluarga menjadi basis
organisasi dengan sistem yang sederhana. Masyarakat berkembang
memiliki skup relatif lebih besar dengan pembagian kerja yang luas,
kelas.kelas sosial yang beraneka ragam, sedangkan masyarakat industri
modem merupakan tahap berikutnya. Masyarakat ini memiliki tingkat
Trarcition frun AutlwriwrianisnRuJe: hospect f or Denvrracl (Baltimore: John Hopkins
University, 1986); A. Arato dan J. Cohen, Ciuil Socierf andPolidcalTlvory (Cambridge,
MIT Press, 1993); J. Cohen, Clrss and Civil Sociery: The l.grurs of Marxian Critical
Ttnq (Amherst: Universiry of Massachusetts Press, 1983).
2 Lihat selengkapnya wilson, Logan, dan william L. Kolb, sociological Analysis
(New York: Harcourt, Brace & Co., 1949), 344'9.
3 Istilah yang dipakai oleh David Riesman dalam The Lonely Crourd (New Heaven:
Yale University Press, 1950) sebagaimana dikutip oleh Elisabeth K. Nottingham, Agama
danMayaral<nt, terj. AMul Muis Naharong $akarta: Raiawali Press, 1994), 53.
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kemampuan sains dan teknologi yang tinggi sebagai penopang ekonomi
dan sistem organisasi pemerintahan. Di samping itu faktor nilai diten-
tukan oleh kesepakatan bersama [consensru] dengan mengeliminir peran
agama yang pada tahap sebelumnya [masyarakat tradisional dan ber-
kembang] masih berperan dalam penenruan sikap ekonomi, poritik,
budaya dan transformasi sosial lainnya.
Masyarakat berkembang sebagai masyarakat transisi antara
masyarakat tradisional dengan masyarakat industri modern, memiliki
karakter yang khas yang sarat dengan pergolakan struktur, baik dalam
kelas-kelas ekonomi araupun politik. Munculnya kelas menengah yang
berprofesi sebagai pedagang, kaum intelektual, dan pengusaha merupa-
kan karakter khas masyarakat berkembang.a Mereka mengembangkan
budaya yang "modern", terlepas dari ikatan patronase, bebas dari
hirarkhi budaya, non-etnis, danurbanite. Karakter inilah yang memung-
kinkan untuk bergerak elegan, luwes, dan jangkauan yang lebih luas
masuk ke wilayah ekonomi dan politik.s
a Pendekatan seperti ini memang sangat "kapitalis',, karena dalam strukturasi
kelas, sebagaimana yang dikonsepkan oteh Giad..rs, munculnya kelas.kelas itu
distimulasi oleh perbedaan starus ekonomi dan kekuasaan. Kelas penguasa adalah
mereka yang secara ekonomis memiliki modal yang besar untuk dila"dikan ,,alat,,
menguasai mereka yang tidak mempunyai modar. Mereka merupakan kelas pekerja
y_ang menjalankan produksi milik kelas pemilik modal yang berkuasa; lihat Anthony
Giddens, The class Structure of the Adranced societies (London, Hutchinson, 1980),
296dst; Pandangan ini kemudian menjadi basis ideology kapitalisme, sehingga pemi-
kiran Louis Althuser t..rtrrrg tiga tingkatan c{alam rJasya.rk"t b".k.i"r: ekonomi,politik, dan ideologi, menjadi landasan epistemologi ,"o.i ,..,,r.,g kelas. Munculnya
kaum professional, intelektual dan kelompok r..dldik lainnya ,i..up"f.u" indikasi
munculnya pecit bourgeoi.s [borjuis kecil]. Nicos poulantzas rn..,gkorr.pkan kelas
borjuis kecil ini sebagai kelas menengah baru yang tumbuh dala"m negara.negara
kapitalis baru, yakni transisi menuju demokrasi ekonomi, lihat Nicos'poulanrzas,
"Kelas-kelas sosial", dalam Anthony Giddens dan David H.ld,perdebaanKasik dan
Kontemp or er Mengerwi Kebmpok, Kekuas aant, dan Konf lik, te rj. Ve di R. Hadiz (J akart a :
Rajawali Press, 198?), 46dst.
5 Lihat misalnya riset Robert Hefrrer yang dilakukan di Indonesia untuk contohyang bagus tenrang fenomena ini dalam Robert w Hefner, civil IslamMuslims and
Democratizatianinlndmwsia (Princeton and oxford: princeton Universiry press, 2000),tz1.t66.
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Secara sosiokultural, munculnya kelas menengah ini merupakan
respon terhadap konsep "negara" dan "desa",6 negara mewakili organi-
sasi pemerintahan yang kuat, sedangkan desa mewakili organisasi seder-
hana yang merupakan genesis menculnya kelas menengah tersebut.
Budaya yang dihasilkan oleh "negara" telah sampai pada kategori atlnnat
sysfem, sementara budaya "desa" merupakan budaya periferial yang
dikategorikan sebagai congeries.T Sementara itu kelas menengah meru-
pakan rransisi di antara kedua entitas budaya tersebut. Artikulasi budaya
politik dan sosial kelas menengah tampak dalam apa yang disebut dengan
civil society. Ia dibangun di atas fondasi institusional kelas menengah
lintermediate instiwtimx] 8 yang berfungsi mengontrol kekuasaan "negara"
untuk kemakmuran "desa".
Kondisi sosial dan kultural yang melingkupi fase peralihan dari
masyarakat tradisional ke masyarakat industri modem telah melahirkan
sebuah tatanan dan struktur masyarakat yang "labil", "belum dewasa,,,
dan, meatxtrt, Petec L Berg:ea Easih nrenrerf*ka* iustifikasi smial d*n
kuttural untuk dapat diobief<dfikasif<an dafam benruk tindakan positi{I
6 D dalam nonwrcIaatreJawa "desa mawa cara, negara mawa tata'terkandung
makna terdalam dalam hirarkhi budaya yang memiliki proses tipifikasi yang dikotomii
tetapi mentriu tujuan yang strma, yakni "keselarasad', kesejahteraan, ctjem tentrem.
Desa merupakan representasi dari warga negara yang terdiri dari individu, keluarga,
klan, suku dan lain-lain, yang merupakan unit.unit kecil dalam pemerintahan,
sedangkan "negara" merupakan representasi dari "punggaw a", pamurg praja, peme-
rintahan. Masingmasing mempturyai "rule of law" yang berlainan, yang Jes" iebii,, pad,
aspek "custom dan folklore" [cara], sementara negara pada "hukum dan perundangan',
lwul.
? suaru istilah yang dikemukakan oleh pitirim sorokin untuk membedakan
evolusi bentuk budaya yang telah selesai yang disebut dengan culturalsystem. Lihat
Pitirim sorokin, Socinl and culturalMobility (New york: The Free press, 1959), 549.
8 Bemard Adeney-Risakotta, "civil Sociery dan Abrahamic Religions", makalah
tidak diterbitkan. Intermediate institutions merupakan institusi-institusi di luar
pemerintah yang berfungsi sebagai mediasi antara negara dan rakyat, seperti instirusi
pendidikan, instirusi hukum, LSM, dan lembaga-lemb"g" ,gurnr.
e Perer L. Berger dan Thomas Luckmann, Suiar construcrion o/ Real#y (New
York: Anchor Books, 1966\,49; periksa juga M. Maralambos dan R.M Heald, So-
ciology: Tfwrnes an[Perspectires (slough: university Tirtorial press, l9B0), 464.
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Di dalam climate and, culureyang objektif inilah ciuil society itu berdiri
dan menguar. Bagaimana kartakte r cirir societyyang embrionya dibesar-
kan dan dilahirkan dalam masyarakat yang memiliki sifat budaya
transisional. secara teoritis masayarakat transisi merupakan fase per-
alihan menuju masyarakat maju yang memiliki tradisi yang precarious
daninsecure, tetapi civilsociety yang lahir darinya justru merupakan kelas
yang menentukan arah transformasi sosial yang sedang berjalan. Faktor
apakah yang melatarbelakangi karakter ciuil society tersebut. Tirlisan
berikut mencoba melihat secara dekat fenomena dan problem tersebut
dari perspektif antropologi, yakni mo des of trwughr darimanusia sebagai
pelaku budaya yanginuolve dalam proses tersebut, terutama dari teori
liminalitas yang dikemukakan oleh victor Tirrner, meskipun penulis
sadar betul fenomena ini merupakan issue dalam sosiologi. sekalipun
demikian, faktor-faktor antropologis yang ikut mengko*o.rt fenomena
ciuil society dapat dikaji dalam dinamika yang muncul dari isu ini.
Kelas Menengah dalam Kerangka Budaya Transisionar
Perubahan-perubahan yang selalu terjadi dalam arus ffansfor-
masi sosial terlampau "membebani" suasana kejiwaan untuk menyesuai-
kan diri dengan gerak budaya sosial. Kondisi sosial yang menunrutjustifikasi terus menerus dari tatanan nilai, baik secara politik, moral,
ataupun agama' semakin menstimulasi moral panic dafi sositas yang
inqtolve dalam menjalani proses itu.10 "Ritual-ritual', transformasi sosial
@ merupakan kondisi kejiwaan yang labil dan butuh
sekuritas sebagai landasan perilaku masa.masa berikutnya.'Di"dalam wacana
sosiologrs, teori tentang "panic" digagas oleh Arthur Kroker dan David cook. Mereka
menulis buku yang memang berbicara tentang "panic" tetapi kaitannya dengankondisi sosial postmodem. panrc, menurut *e.ek-r, merupakan ekspresi kejiwaan atastuntutan-tunturan modem yang oleh David c. Mccellr.rd dr."brt dengan nAch [needfor Acheivement], yakni tuntutan untuk seralu "meraih,, tawaran moiernisme. olehkarena kemampuan respon manusia tidak berimbang dengan."p^, tuiurf";;;*;;;;
modernisme", jiwa "panic" menjadi synlrom, maka K.okJ, ar.r'Coot 
-".r;enerarisirbahwa "panic lacks speciftry and shape: it is one rong attack in the perpetuar present,
a continuous emergency", sehingga implikasi praksisnya butuh lustiritas nitai-nitai.Lihat selengkapnya Arthur Kroker dan bavid Cook, The postrnoie- i.*-(tuto.,r.."t,
New \7orld Perspectives, 1986); serta karya ensikropedik mereka 
, 
panic Encycropedia(Montreal: New World Perspectives, 1989).
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yang terus menerus berjalan mengandaikan capaian-capaian ideal (ilp.al
rype) tentang masyarakat yang makmur dan sejahtera. Secara antro-
pologis makna ritual itu tidak sesempit yang biasa difahami sebagai
ritus-ritus yang dilakukan secara periodik, tetapi jauh melampaui
pemahaman tentang "ritual" itu sendiri yakni persoalan "change and
development". Amold van Gennep dalam Rites of Passage mengkonsep-
kan ritual sebagai sebuah runtutan proses yang berfungsi:
... for transition rituals, making ohange of status, whether
persons or seasons, collective or individual, ...that a[ of rites
of passage have a threefold structure. The first stage is that
of separation from the previous state, place, time, or status.
The follows a middle stage, which is neither one thing nor the
other, before the final stage of reintegration, but in a
transformed condition. The basic pattem can be discern
within almost all rituals, particularly if they mark some type
of transition or movement...1l
Berangkat dari fungsi dan tujuan ritual itu, maka proses peralihan
dalam sebuah masyarakat secara minimal juga dapat dikategorikan se-
bagai hal yang identik dengan ritual-ritual dalam arti umum. Logika
inilah yang dijadikan landasan konseptual dari ritual dalam proses yang
dikemukakan oleh van Gennep, sebagaimana dikutip Bowie, bahwa
proses transformasi secara umum melewati tiga fase: separasi (pemi-
sahan struktural), prosesi, yang merupakan "struktur" peralihan, dan
reintegrasi (restrukturisasi masyarakat dengan justifikasi nilai yang
baru).12
Fase-fase yang menggambarkan fungsi dan status proses transfor-
masi dalam masyarakat menunjukkan identifikasi yang tinggi terhadap
proses tripmtite [separasi, transisi, reagregasi] dalam menuju masyarakat
It Ekstraksi konseptual rites of passage dari van Gennep sebagaimana dikutip oleh
Fiona Bowie, Tlw ,\nthropobg of Religion (Oxford: Blackwell Publishers, 2000) , 15 1 -
2, 161dst.
tz lbid.,161dst; Lihat pula penjelasan rinci tentang hal ini dalam J. van Ball,
Sejarah danPerurnbuhanTeori AnnopolagiBudqa (HingaDel<nde 1970an) (akarta,
PT Gramedia, 1988), 26dst.
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industri modern. Di atas telah disebutkan bahwa untuk menuju masya-
rakat industri modern dari masyarakat tradisional melewati fase tengah
yang tidak mencerminkan budaya kedua fase lainnya. Fase tengah yang
merupakan fase peralihan ini merupakan fase liminal yang antistruktur
dimana konsep masyarakat (society), menurut Victor Tirrner, meluruh
menj adi komunitas (community) 
.tj
Tirrner mengembangkan rites of passagedari van Gennep, yakni
pada fase peralihan (transisi). Gori dikembangkan dari riset yang di-
lakukan di kalangan suku Ndembu di Zambia, Afrika. Dia memang
berangkat dari bentuk-bentuk ritual di dalam masyarakat Ndembu,
tetapi setelah mengkonstruk konsep "komunitas,, lLt. convrutnitas, Ing.
corrmmityl sebagai satuan sositas, Tirmer membuat generalisasi terhadap
unsur-unsur "komunitas" dalam sositas tertentu.14 Komunitas yang
dimaksudkan adalah sosiras yang berada dalam fase liminal yang telah
berpisah secara struktur sosial tetapi belum sampai prd" ,oritus baru.
Di dalam rites of pasage, terjadi transformasi budaya dari berstruktur
menuju anti struktur dan kembali lagi pada struktur, sementara
komunitas muncul dari fase yang tidak berstruktur sama sekali,rs se-
hingga lahir tipifikasi [klasifikasi] komunitas didasarkan pada ,,facror
struktur" yang melekat bersamanya. Klasifikasi itu antara rain: normative
contrrutnitas, existential curtmunitas, dan i.deolo gbal cmvrumircs. M asing-
masingconmwniaas terkait dengan "faktor struktur', yang berbeda, ketika
sebuah komunitas muncul sebagai fase dari "ritual,'yang egaliter dan
sama sekali tidak berstrul,<tur disebut dengan konsep komunitas asli,
atau makna asli dari konsep comrrunitas. Sedangkan jika muncul sebagai
respon terhadap struktur dan menempati fase'anti-struktur, maka itulah
komunitas eksistensial (spontan), misalnya komunitas gay, lesbian, pwtk
13 vicror Tirrner, The Ritual process: structure and Anti-strucrure (rthaca, N.y.:Cornell University Press, 1991), 131.
ta Lihat selengkapnya Mctor Tirme r, The Ritual. . . , l}g-140.
t5 Tirrner secara eksplisit mengatakan "communitas breaks trough in theinterstices of structure, in liminaliry; at the edge of sffucture, in inferioriry,,, lihatVictor Tirrner, The Ritual Process, 1 28,
252 / keligi, Vo[. 111, No. z, )uli zoo4
dll, tetapi ketika dalam lingkup tempus tertentu harus mengorganisir
anggota komunitas dengan tujuan-tujuan tertentu maka komunitas
tersebut merupakan wujud dari komunitas ideologis, misalnya organisasi
gq,lasbian, dmpn*yang telah memiliki ketua, anggota dan sebagainya.l6
Kembali pada pokok persoalan semula, bahwa dalam proses rites
of passage terjadi dialektika antara struktur dan anti-struktur, sehingga
sebuah proses perubahan sosial juga merupakan dialektika struktur.
Oleh karena itu, fase peralihan selalu mengandaikan adanya ambiguitas
status, sehingga meniscayakan proses inisiasi dimana inisian [atau istilah
khusus Tirrner, neophytelinitiandl "is reshaped or molded physically and
psychologically so that sociery's values can be inscribed on his or her
body and mind".17 Karakteristik khas masyarakat liminal menurut
Tirrner sebagai berikut:
Liminal entities are assigned and arrayed by law, custom,
convention, and ceremonial. As such, their ambiguous and
indeterminate are expressed by a variery of symbols in the
many societies that ritualized social and cultural transitions.rs
Kemudian munculnya inisian-inisian dalam fase peralihan itu
memposisikan diri pada kelas-kelas menengah yang memiliki privileges
yang merupakan mediasi antara dua kutub sosial budaya yang saling
berlawanan.
\Wacana cit,ilsociety ketika dihadapkan pada rangakaian pemikiran
teoritis tentang liminalitas ini tentu akan melahirkan konsekuensi baru
dalam memahami fenomena kelas menengah dan demokratisasi dalam
masyarakat transisi.
Kelas Menengah dan Proses Demokratisasi
Sejarah civil society dapat dilacak sampai sekitar abad ke-17
bersama dengan maraknya gelombang demokratisasi di Barat ([ropa
dan Amerika) dan menguatnya aktivitas perdagangan dan protesta-
16 lbid.,l3z.
1? Bowie, The Antlvopology..., 169.
r8 Tirrner, Tfu Ritual Process, 95.
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nisme. Benih-benih institusi demokrasi pada gilirannya berkembang di
Amerika yang terus berjalan sampai mencapai puncaknya pada akhir
Perang Dunia I, pertengahan abad ke-19, karena kondisi alamiah yang
meniscayakan gerak "budaya politik" ke arah demokrasi.le sekalipun
demikian, kecenderungan politik tersebut berbalik arah menjadi
totalitarianisme tatkala gelombang komunisme dan fasisme melanda
Eropa (erman, Itali, Rusia, dan negara-negara Eropa Timur) dan Asia
(|epang, china, dan negara-negara Asia Tenggara). seiring dengan ke-
menagan sekutu dalam Perang Dunia II, gelombang demokrasi mema-
suki era baru, dimana banyak negara-negara bekas koloni Eropa meng-
anut sistem demokrasi.
Samuel P Huntington melihat bahwa pada era baru gelombang
demokratisasi ke-2 ini terjadi kecenderungan ke arah negara birokratis-
otoriter sehingga proses dernokratisasi berbalik arah kembali (reverse)
menjadi proses otoritarianisme. proses ini terjadi pada era awal 1960an
yang ditandai naiknya rejim-rejim militer di berbagai negara di Eropa
selatan, Asia dan Amerika Latin. Misalnya naiknya Ferdinand Marcos
di Filipina, Mobutu seseseko di Afrika, Jean B. Atristide di Haiti,
Pinochet di chili merupakan indikasi ke arah itu. suasana politik
otoriter yang "mencekam" sebagai ekses naiknya rejim-rejim tersebut
menyulut gerakan protes di negara-negara Eropa Timur dan beberapa
republik di Uni Sovyet. Akhir tahun 19g0an dan awal 1990an, seiring
berakhirnya perang dingin, gelombang demokratisasi menyapu bersih
wilayah-wilayah di berbagai belahan dunia kecuali Kuba di Amerika
Latin, Korea utara dan Metnam di Asia, sehingga jumlah negara
demokratis, dalam riset Huntingtonzo, mencapai45,4yo dari 130 negara
di dunia, sebagaimana tabel berikut:
_ 
re Alexis de Tircqueville 
, Democracl in America (New york: vntage Books, 1954) 
,
vol.1,301.
20 samuel P Huntington, "Demokrasi Amerika dalam Kaitannya dengan Asia,,,
dalam Robert Bartley er al., D^emotaai dmr<apitarisnwperspekdf Ameika dan,\sia, teri.
Hendro Praseryo (akarta: CIDES, lgg3),32.
. 
" ' ,-Tahun Negara-negara
Demokratis
1922 29
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64 45,3
lil!+z:,,l'l;::l*:t ,:lirri,:r.12:::::,**,*:;t:liit*l::l€:&*iiiili &***fKaX*l*f,:'ie;?::i:tf.*
1962 36 lll 32,4
l'iqzl,,:::::::l*il.:::rr'i':0,.,r:':r***g:i:iii*<X!rj,:3i3ffii:Xig1liirrat :l*ii::2a,E. :;t
1990 59 7l 130 45,4
Masih bisa diperdebatkan parameter demokratis atau tidaknya
sebuah negara dalam melaksanakan pemerintahannya, tetapi kalau
memakai prinsip-prinsip minimal demokrasi dariJoseph A. Schumpeter
yakni pemilu sebagai mekanisme untuk mencapai "cara" menetapkan
otoritas dan membatasi otoritas, maka Huntington melangkah lebih
jauh dari itu. Dia membedakan demokrasi dengan keadilan, stabilitas,
dan tanggung jawab. Pemerintahan demokratis terkadang sulit
menciptakan hal-hal seperti itu, meskipun demikian proses demo-
kratisasi telah meletakkan dasar-dasar bagi terwujudnya hal-hal itu.21
Ketika persoalan ini dilihat secara antropologis, maka dalam arti
yang luas demokrasi merupakan upaya "membatasi" kekuasaan dengan
ikatan tanggungjawab sosial. Setiap kekuasan mempunyai tanggung
jawab terhadap pihak ketiga sehingga untuk melangsungkan kekuasaan
secara efektif faktor pemimpin sangat menentukan. Pemimpin meru-
pakan representasi kelompok cria sistem mandat, maka legitimasi
kepemimpinan merupakan mandat dari kelompok. Faktor inilah yang
melahirkan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan kehendak
kelompok [=baca rakyat].22 Bahkan terkadang pemimpin dipersoni-
fikasikan sebagai "dewa penolong" bagi kelompok komunitas sosial,
yang dalam pembahasan sosiologis cenderung mengarah kepada faktor
"kharisma", dan dengan kapasitas tertentu pemimpin mempunyai relasi
"transcendental" untuk mengatur dan mengayomi rakyat.
2t lbid.,29.
22Lihat selengkapnya pembahasan kekuasaan politis dari perspektif ini dalam G.
Balandien, Political Anthropobgl (London: Penguin Books, 1972).
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Di dalam wacana politik kontemporer, landasan filosofis terhadap
demokrasi selalu dihubungkan dengan logika pencerahan yang terlam-
pau ketat mengaitkan fenomena oblektif dengatdlanempirik sehingga
mengeliminir elemen- elemen transendental. Aras logika pencerahan ini
telah mewarnai pemikiran tentang proses demokrasi yang bermuara
pada dua kemungkinan: pertama, proses demokratisasi dalam kerangka
kapitalisme dan demokrasi liberal; atau, kedua, melakukan pencarian
paradigma Marxianyang melihat proses demokratisasi dalam kerangka
gerak sosial menuju sosialistis-komunistis.23 Hegemoni pemikiran
filosofis ini menciptakan ketegangan-ketegangan yang menuntun
komunitas dunia pada pemilahan sistem demokratis ataupun tidak, dan
mengekskalasi tuntutan-tuntutan politis untuk menumbangkan sistem
yang tidak demokratis. Kasus perang dingin merupakan contoh nyata
dari fenomena ini. Implikasi praksis dari ketegangan itu termanifestasi
dalam usaha alternatif untuk menciptakan "counter balance" dari
"keangkuhan" Pencerahan, maka cita "the end of history,, [Hegel,
Kojeve, dan Fukuyama], "masyarakat tanpa kelas" [Marx]2a dan
sebagainya menjadi adagium modemitas. Lebih lanjut lagi, cita.cita itu
berdampingan dengan altemaif lain sebagai komplemen terhadap usaha
solutif dengan memadukan aspek rasionalisme Pencerahan dan
transendensi filosofts Yunani kuno (Sokrates dan Plato) yang dikenal
dengan civil society.zs
Bangunan dasar ciclil societl adalah karena munculnya kesenja-
ngan otoritas power antara rakyat dan penguasa, "desa,, dan ,,negara,,.
Hal ini juga terkait erat dengan pandangan filosofis bahwa kekuasaan
negara merupakan "mandat dari rakyat" maka sudah menjadi kewajiban
negara menyejahterakan rakyatnya. Sekalipun demikian, karena mindser
pemikiran politik modem, sekalipun menganut sistem demokrasi, masih
terlalu mendalam "berkubang" pada logika Pencerahan, yakni image
23Muhammad A.S Hikam, "Demokrasi melalui'civil sociery': sebuah rhtapan
Reflektif atas Indonesia", PrinlaNo.6 (1993), 59.
zaA.S Hikam, "Demokrasi...", Sg.
2s lbid.
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bahwa "rasionalisasi, birokrasi, dan efisiensi" merupakan tuntutan
utama dalam penyelenggaraan negara. Perilaku-perilaku "modern" ini
tak pelak berimbas kontra produktif terhadap pemberdayaan masya-
rakat untuk aktif dalam penyelenggaraan negara, sehingga munculnya
kelas menengah dari kalangan pedagang, akademisi, seniman dan lain
sebagainya merupakan artikulasi positif dari civilsociety tersebut. Mereka
merupakan jaringan kerja yang besar dalam menciptakan kemandirian
warga negara dalam mengimbangi pemerintah untuk memberdayakan
rakyat. Dengan demikian civil society lebih pada mediasi anrara rakyat
dan penguasa yang diperhitungkan posisinya dalam masyarakat
demokratis.
r Memang harus jeli juga menghubungkan issu demokrarisasi
dengan konsep cioil sociecy, tetapi untuk langkah awal dalam melihat
munculnya kelas menengah dalam masyarakat demokratis, wacana ini
dapat diposisikan dalam kerangka pemikiran teori liminaliras, renrunya
dengan catatan kritis bahwa ada relasi posrif anrar a cioil sociry dengan
munculnya kelas menengah. Justifikasi apriori ini dapat dilacak dalam
pemikiran filosofis Marxis yang diapropriasi oleh E.F. M Durbin bahwa
munculnya kelas menengah lintermediate class, middle class], dengan
mengutip Marx dan Engels , all these sink gradually into tlw proletariat.?6
Sekalipun demikian, Durbin menginterpretasikan kecenderungan
"pertentangan kelas" antara borjuis dan proletar tidak selamanya benar,
karena, menurut dia, secara historis munculnya kelas menengah
perlahan tetapi pasti bergerak progresif dan membentuk "kelompok
yang terberdayakan" lpowerful groupl, Durbin menulis:
It is this essential part of Marx's rhesis that has proved
substantially wrong. It is no doubt possible to put various
glosses upon rhe written words of Master in order to bring
their meaning nearer to the ruth, bur the broad fact is that
the intermediate classes have not been ground in recent years
26 Silahkan periksa kutipan lengkap statement ini dalam Karl Marx dan Friedrich
Engels, The cornrrumistManifesto (Middlesex, England: Penguin classics Book, 1985),
BB; first published 1888 by Samuel Moore.
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between any milestones. On the conrrary they have flou-
rished and abounded. It is a fact famiriur,o uir,,ui.",, or'.ru*
structure that the various reasons: the technical deveropment
of industry the growth of secondary educarion, ,t. i.,i..ur.
of government service, the increase in the'demand forpersonal and distributive services _for th.r. ,.u*., ,.rd
many others-the classes intermediate between ,fr. t,rrr_geoisie proper (the 
_owning and employing class) and theproletariat (the industrial employ..r), tir" g."'n U"rt,
absolutely and in proporrion toih" population.2T
Penegasan ini membawa pada pemahaman bahwa strategi
demokratisasi salah sarunya adalah melarui penguatan cio,irsociery. Halini sangat beralasan karena penguasa (baik secara politis ataupun
ekonomis) dalam praktiknya memang harus menyejahterakan masya-
rakat, tetapi realitas yang terrihat ada side effect dari fungsi penye-
lenggaraan kekuasaan itu yakni eksproitasi rakyat demi kepentingan
negara, padahal negara dan pemerintahan adalah kontrak rori"l r.rrr.,
penguasa dan rakyat.28 Pertentangan kepentingan antara negara dan
rakyat telah menjerumuskan dunia dalam dikotomi perilaku penguasa
dalarn dua arus besar kapitalisme (demokrasi) dan sosialisme. Gntu saja
dikotomi ini akan dirasakan dampaknya pertama kali adarah rakyat.
oleh karena itu momentum berakhirnya perang dingin menandai
kecenderungan besar yang terkait langsung dengan penguatan ci,rr
society, yakni, apa yang disebut Giddens sebagai "jaran ketiga,' lthe third.
tr.'ay]: sebuah alternatif dari kapitalisme dan sosialisme, yaitu,,revisi,,
kapitalisme liberal untuk menjadikan rakyar sebagai ,,mitra,, dalam
penyelenggaraan kekuasaan dengan cara "pemberdayaan potensi rarryat
dan demokratisasi".2e
27E.F.M Durbin, The poritics of Democratic Sociarism: Essays on sociar policy(London: George Routledge &Sons LTD., 1940), 109.
^ 
28Untuk penjelasan.ini terah 
_diulas secara panjang oleh J.J Rouseau, The SocialConffact and Discourses (London & Melbourne, ful.yi,rr, , iri** iq&1.
- 
2el-ihar selengkapnya Anthony Giddens, Jaran Ketiga d.an kitik-kritiknya, terj.Imam Khoiri (yogyakarta: IRCiSoD, 2003).
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Strategi politik yang diterapkan dalam demokratisasi penguatan
civil society adalah pemberdayaan rakyat via kelas menengah. Sistem
politik yang diterapkan oleh rezim komunis yang totaliter telah
mengekang kebebasan rakyat di wilayah-wilayah bekas Uni Sovyet dan
Eropa Timur dan digantikan dengan sistem demokrasi yang bertujuan
untuk memulihkan kemandirian warga negara, jarninan hak asasi
manusia, keadilan yang merata, serta kebebasan berbicara dan menge-
luarkan pendapat. Sistem kornunis dianggap telah gagal mernenuhi
tuntutan masyarakat: kemakmuran dan kesejahteraan, demikian juga
kapitalisme liberal, sehingga alternatifnya adalah demokratisasi sosial
di lini paling bawah dengan memberdayakan masyarakat itu sendiri.
Sekalipun demikian, pemerintah [penguasa] tidak mungkin melakukan
sendiri, maka munculnya kelas menengah merupakan "loncatan"
strategis untuk memediasi peran negara dalam pemberdayaan masya-
rakat dalam segala hal.
Di dalam konfigurasi pemikiran seperti ini, kelas menengah
merupakan ujung tombak dari pemberdayaan masyarakat, namun,
bukan tidak mungkin justru kelas menengah sebagai kelas peralihan
akan menimbulkan bentuk "tirani" baru atas rakyat. Betapa tidak,
munculnya LSM-LSM, institusi pendidikan, dan institusi hukum,
dengan dalih ingin memberdayakan rakyar justru mengambil keun-
tungan dari penderitaan rakyat. Persoalan inilah yang barangkali mem-
perlihatkan watak asli kelas peralihan, yakni kelas tanpa srrukrur
[liminal] yang labil dan ambigu. Mereka terlepas dari srruktur ke-
kuasaan dan struktur ke"rakyat"an, sehingga justifikasi tindakannya
berpangkal dari posisinya sebagai "kelas menengah" ya.rg mandiri. Ini-
lah komunitas transisi menuju masyarakat yang demokratis dari
masyarakat otoriter.
Kelas Menengah dan Signifikansinya terhadap Fungsi Cioil
Society
Sebagaimana disebutkan pada pembahasan di atas, lahirnya
masyarakat maju, makmuq dan sejahtera berawal dari proses panjang.
Masyarakat awal (tradisional, terbelakang) akan terus berproses menuju
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masyarakat maju, namun perlu diingat proses ini harus dibedakan dari
proses evolusi. Evolusi lebih menekankan pada proses panjang dengan
perubahan yang pelan-pelan, sementara itu proses peralihan (rites of
passage) corrcemed with a change of staus in the liq,tes of individuals and
group s.30 Meskipun te ori evolusi sosial semisal teori p attem maintenarrc e
(sistem pemeliharaan pola) dari Thlcott Parsons membahas pola-pola
perubahan sistern dalam masyarakat, dia tetap terfokus pada masalah
proses perubahan itu, yakni primitif, itermediate, dan modern. per-
ubahan dari sistem primitif me nuju interme diate, menuru tnya, terfokus
pada perubahan sistem bahasa, sementara itu perubah an da.. inter-
mediate menuju modern terfokus pada sistem hukum. Meskipun
demikian, dia menulis, "The dividing criteria, or watersheds, berween
the major stages in our classification center about critical developments
in the code element of the normative structure".ir penajaman
evolusionisme dalam proses perubahan masyarakat ditegaskan oleh S.N
Eisenstadt, sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto:
... the extent to which change from one type of society to
another is not accidental or random but evinces overall
evolutionary or "developmental" trends in the society,s
adaptability to an environment. In other words, the main
problem here is the extent to which such changes may be
envisaged as crystallizing into developmental,,stages,' 
-the
key concept in classical evolutionary thought.32
Kalau dikomparasikan dengan teori rires of passage dan limi-
nalitas maka kesenjangan terdapat pada tipe-tipe perubahan budaya.
Teori evolusi, sebagaimana disebutkan di atas, terfokus pada hukum-
hukum perkembangan: origin, change, dan developrna-tt, sementara itu
liminalitas terfokus 
-lan sangat fokus- pada srmktur perubahan pada
ro Bowie, Antropobgy..., 16!.
_ 
ir Baca selengkapnya pembahasan ini dalam Thlcott parsons, Socieries,
Euolutiawry mdconqarativePerspecrives (Englewood cliffs, NJ.: prentice-Hall, 1966),
65-66.
r2 soerjono soekanto, ?ori Sosiologz tentdngperubahan Sosjal (Jakarta: Ghalia
Indah,1984), 123.
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tingkat "intermediate stages", yakni pola yang anti struktur sehingga
sangat berbeda dengan konsep "intermediate"-nya Parsons. secara umum
teori evolusi memandang sebuah perkembangan merupakan langkah
linear menuju stdte yang lebih baik dengan meninggalkan fase
sebelumnya yang dipandang tidak lebih baik. Dengan kata lain evolusi
mengeliminir fase sebelumnya, padahal tidak selamanya fase yang lebih
tinggi lebih baik dari fase sebelumnya, misalnya fase perkembangan
masyarakat dari tradisional, berkembang, dan maju. Masyarakat maju
tidak seluruhnya lebih "baik" dari masyarakat berkembang atau masya-
rakat tradisional, begitu pula sebaliknya. Ada nilai-nilai yang baik yang
tidak didapatkan di dalam masyarakat maju tetapi justru sangat lekat
dalam masyarakat berkembang dan masyarakat tradisional, misalnya
empati, gotongroyong ramah lingkungan, dan sebagainya. Oleh karena
itu perubahan masyarakat dari tradisional menuju modem tidak dtlihat
dari perspektif evolusi sosial-budaya a Ia Parsons, Ogburn,'Weber, atau
yang lainnya, tetapi lebih pada kerangka "faktor" budaya, yakni pada
" antis truktur " -nya kelas intermediate.
Munculnya kelas menengah dalam peralihan dari masyarakat
kapitalisme liberal E komunisme menuju masyarakat sosial demokratik
pasca Perang Dingin, sebagaimana dibahas di atas, meniscayakan ada-
nya andil masyarakat dalam proses demokratisasi. Kelas menengah
sebagai kelompok "elit" masyarakat memegang pernan penting dalam
penguatan civil society dalam rangka demokratisasi tersebut. Sekalipun
demikian, status dan peran mereka dalam masyarakat masih dalam
"kerangka" sosial yang labil. Betapa tidak, kemunculan kelas menengah
dalam ciril society tidak dapat dilepaskan dari "kepentingan-kepen-
tingan" struktural kekuasaan, walaupun secara hirarkhi kekuasaan, kelas
menengah terlepas sama sekali dari penguasa. Di samping itu mereka
juga terlepas dengan masyarakat, walaupun terikat dengan "kepen-
tingan-kepentingarl' masyarakat. Di dalam menciptakan tujuan negara
yakni menyejahterakan rakyat, posisi cir.,ilsociery berada padaintermedite
antara rakyat dan negara, begitu sebaliknya mereka mewakili rakyat
dalam menyampaikan kepentingannya kepada negara, dan kalau
diskemakan sebagai berikut:
Ustadi Hamzah,lGlas Menengah sebagai Liminal / 241
Negara
I
I
Ciuil society Kelas menengah
I
I
Rakyat
Posisi rersebut mengandaikan prasarat bahwa civir societysecara
institusional merupakan kelompok masyarakat yang mandiri yang dapat
bergerak bebas dan egaliter daram bertindak prakris dalam segala hal
yang berkaitan dengan masyarakat. Dalam wacana liminalitas mereka
adalah neoplryte, inisian, yang membentuk ,,komunitas,,. Komunitas
menurut Tirrner secara umum, dapat diartikan sebagai kelompok yang
tidak mempunyai struktur. Karena tidak mempunyai struktur, where
structuredoes not, maka mereka bersiFat liminat, *marginat,, i'feEior.
sejaiaq" egaliteq. d** ft.kOb"t.r,
Ketika Tirrner membagi komunitas dalam tipe komunitas
eksistensial, normati{ dan ideologis, maka munculnya kelas menengah
merupakan representasi dari ketiga komunitas tersebut. Bentuk-bentuk
komunitas tersebut tidak merupakan urutan historis dan evorutif atau
bentuk'bentuk entitas yang permanen, tetapi merupakan fase-fase
perubahan tertentu, sehingga masing-masing fase drprt bersentuhan
atau interkonektif saling memberi warna. Kelas menengah dalam cio,il
society pada akhirnya merupakan artikulasi dari bentuk-bentuk
komunitas rersebut.3a Ini dapat dimungkinkan terjadi karena sifat dasar
komunitas, sebagaimana disebutkan di atas, adarah and struktur, maka
kelas menengah merupakan komunitas yang tidak memiliki struktur,
sehingga primary concern-nya pada artikulasi dan aktualisasi dari
pemberdayaan masyarakat 
.
33Ti,rrner, The Rituat irocess, 9 4.97 .
34 lbid.,ll2-113.
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Oleh karena itu dalam "pola-pola ritual" demokratisasi yang
menjadi backgrl.nlilmunculnya kelas menengah merupakan fase liminal
dari kapitalisme dan komunisme, sebagai fase pre-limina.l, dan
masyarakat sosial demokatik (demokrasi modern), sebagai masyarakat
post-liminal. Proses "ritual" ini dapat digambarkan dengan skema sebagai
berikut:
structured
structured
does not
reagregasi (post-liminal)
kapitalisme&komunisme 
-> 
kelas menengah 
-> sosialdemokratis
civil society, komunitas yang labil
antistruktur, ambigu, egaliter
Begitu tingginya flesibilitas kelas menengah dalam masyarakat
transisi menuju demokrasi modern, maka tidak salah jika Adil Najam
memposisikan kelas menegah dalam pemberdayaan masyarakat sebagai
"kelas menentukan". Dia membedakan pola kerja kelas penguasa, kelas
konglomerat, dan warga negara kelas menengah yang bekerja sebagai
mediasi antara rakyat bawah dan kedua kelas dia atas (penguasa dan
konglomerat). Dengan dasar pemikiran ini munculnya kelas menengah
yang dapat begitu elegan "melayani" rakyat dan negara disebabkan oleh
karena rnereka tidak terstruktur sehingga sifat dasarnya: ambigu,
egaliter, dan fleksibel menjadi fondasi bagi posisi sffaregisnya. Najam
membuat pengelompokkan kerja ketiga kelas itu sebagai berikut35:
r5 Lihat selengkapnya Adil Najam, "Cirizen Organizations as Policy Entre-
preneurs" dalam International Perspectiues onVoluntary Action: Reshapirrg the Third
Seoor. Edited by David Lewis, EAMHSCAN 1999.
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Najam mempertegas "habitat" cieil srctetJ sebagai wujud sebe-
narnya dari komunitas-komunitas kelas menengah dengan mempo-
sisikan wilayah operatif di dalam masyarakat warga negara bukan pe-
merintah atau konglomerat. Dengan dasar pemikiran ini kelas me-
nengah merupakan pionir dalam melakukan usaha memberdayakan
masyarakat warga negara untuk kesejahteraan meskipun, sebagaimana
terlihat dalam tabel, tugas ini merupakan tugas negara. Dalam kapasitas
tertentu kelas menengah dalam ciuil srckty merupakan mitra negara
dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, tetapi
dalam kapasitas yang lain mereka justru menjadi kekuatan penyeimbang
bagi dominasi negara atas masyarakat warga negara. Robert Hefner,
misalnya, melihat fenomena ini sebagai proses demokratisasi yang terus
menerus berjalan menuju masyarakat maju dan sejahtera. Sekalipun
demikian, proses itu akan terjebak pada perpetuasi proses yang ridak
berkesudahan, yang dalam kerangka liminalitas masuk ke dalam enritas
limioid [quasi liminal], sehingga pengkajian tentang hal itu merupakan
langkah mendesak.
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Orientasi pos-liminal adalah reagregasi struktur masyarakat yang
telah "dijustifikasi" oleh "nilai-ni1ai" yang diperoleh selama proses
berlangsung. Di dalam konteks kajian ini fase pos liminal adalah ke-
majuan secara politik dan ekonomi, atau bahasa sederhananya adalah
sejahtera. Kesejahteraan dalam negara demokrasi adalah terpenuhi
kebutuhan-kebutuhan hidup dengan mekanisme kebersamaan.
Sekalipun demikian kemajuan sebuah masyarakat selalu menjebak pada
persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh proses pemenuhan kebu-
tuhan tersebut, sehingga James Goldsmith menyebut demokratisasi
sebagai the trap, perangkap. Oleh karena itu makna kesejahteraan
dikembalikan pada apa yang disebutnya dengan subsidiaritas, yakni
menyerahkan urusan tertentu pada pihak yang yang langsung mera-
sakan, mengalami dan menggeluti. Goldsmith menggambarkan konsep
subsidiaritas sebagai berikut:
Subsidiaritas itu seharusnya menyerahkan kepada keluarga
segala sesuatu yang dapat dilakukan di tingkat keluarga, menyerahkan
kepada komunitas lokal, sosial atau keagamaan segala sesuatu yang
dapat dilakukan di tingkat lokal, menyerahkan kepada wilayah segala
sesuatu yang dapat dilakukan secara regional; dan hanya meletakkan
di tangan birokrasi negara tanggung jawab yang tidak dapat didesen.
tralisasikan.s6
Ide ini ketika dipertemukan dengan civil society sangat match,
dengan pertimbangan logis bahwa pemberdayaan masyarakat adalah
tugas kelompok yang inqtolc)e dengan masyarakat tersebut, dan itulah
kelas-kelas menengah yang muncul dalam masyarakat tersebut. Karena
sifatnya liminal, egaliter dan fleksibel, kelompok-kelompok pemberdaya
(powerful group) dapat sangat elegan mengembangkan kemampuan
untuk mengurusi apa yang dapat dilakukan di tingkat masyarakar,
sehingga apa yang dikatakan Goldsmith bahwa masyarakat adalah
sekumpulan keluarga dan komunitas local, bukannya kumpulan indi-
vidu-individu. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat adalah pem-
berdayaan komunitas.
r6James Goldsmith, Perangkap, terj. Soemitro (Jakarta, YOI, 1996), 7?.
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Penutup
Proses panjang demokratisasi merupakan proses yang masih
berjalan sehingga bentuk-bentuk perubahan yang dibawanya menis-
cayakan adanya'rritual-ritual" yang mesti dilakukan oleh sub;ek-subiek
yang ada dalam entitas tersebut. proses itu berjalan fase demi fase
menuju masyarakat yang ideal. setiap lapis fase mempunyai karakter
sendiri sehingga fase perarihan antara fase satu dan fase lainnya
mengandaikan karakter yang tidak dipunyai oleh fase-fase lainnya. pada
setiap fase, karakter itu merupakan bentuk struktur masyarakat, dan
ketika melaju ke fase lainnya menuju pada struktu, yrrrg lrin.
Pada fase peralihan inilah Victor Tirrner mempertajam anali-
sisnya dalam teori liminalitas. sublek dalam fase ini bersifat anti-
struktur, fleksibel, egaliter sehingga dapat bergerak ranpa terikat
struktur masyarakat manapun. Daram konteks perkembangan masya-
rakat menuju masyarakat demokrasi, fase ini dijalankr. ol"h komuni-
tas-komunitas fleksibel yang bertugas memberdayakan potensi masya-
rakat untuk selanjutnya bergerak menuju fase berikutnya.
Kelas menengah yang begitu sangar elegan melakukan upaya-
upaya pemberdayaan masyarakat merupakan ujung tombak kemak-
muran dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat demokratis itulah
yang merupakan kondisi post-liminal dari proses demokratisasi yang {
panjang itu.
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